
SALINAN 

BUPATISEKADAU 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 

NOMOR 24 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK PEDULI KELUARGA 

BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG BERBASIS 

MASYARAKAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEKADAU, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan 

peningkatan kepesertaan her Keluarga Berencana 

perlu merumuskan kebijakan bidang Keluarga 
Berencana di Kabupaten Sekadau; 

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam huruf a 

dan untuk menurunkan laju pertumbuhan 

penduduk serta mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia 

Sejahtera (NKKBS) diperlukan adanya upaya 

peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan 

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 
melalui Pembentukan Kelompok Peduli Keluarga 

Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP) Berbasis Masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana 

Mengingat 

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Peduli 

Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP) Berbasis Masyarakat dengan 

Peraturan Bupati Sekadau; 

1. Undang-Undang Nomor 34Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
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Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4344); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5080); 

5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republi 
Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 

Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan 

Dan Pembangunan Keluarga, 

Dan Sistem Informasi Keluarga; 

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Keluarga Berencana, 

Berencana Nasional Nomor 165/PER/El/2011 

tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode 
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Kontrasepsi Jangka Panjang; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 

2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7); 
10 Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sekadau (Berita 

Sekadau Tahun 2016 Nomor 34); 

MEMUTUSKAN 

Daerah Kabupaten 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEDULJ KELUARGA 

BERENCANA (KB) METODE KONTRASEPSI JANGKA 

PANJANG (MKJP) BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN 

SEKADAU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara 

pelaksanaan urusan pemerin tahan 

yang memmmpm 

yang menjadi 

pemerintahan daerah 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sekadau. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Badan Legislatif Daerah di Kabupaten 

Sekadau. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
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lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. 

7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalarn mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sekadau. 

11. Kelompok Peduli Keluarga Berencana (KB) Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah sekelompok 

masyarakat yang peduli terhadap program penggunaan alat 

Kontrasepsi Jangka Panjang yang dipilih dan ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa. 

12. Kependudukan adalah ha! ihwal yang berkaitan dengan 

jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, 

penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang 

menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta 

lingkungan penduduk setempat. 

13. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 
adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk 

tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk 
pada seluruh dimensi penduduk. 

14. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang 

berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan 

yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan 

pembangunan berkelanjutan. 

15. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan 
keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang 
sehat. 
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16. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari 

perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan 

mobilitas penduduk. 

17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri 

dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah 

dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 

18. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang 

termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan / atau 

pemangku kepen ting an non pemerin tab. 

19. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk 

berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan 

sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang 

ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

20. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran 

anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur 

kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan 

sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga 

yang berkualitas. 

21. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah 

proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program 

Keluarga Berencana oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

22. Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang 

selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai 

dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang 

membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, 

yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan 

jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir 

dan ke bahagiaan batin. 

23. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami isteri 

yang istrerinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun 

atau pasangan suami isteri yang isterinya berumur kurang 

dari 15 tahun dan sudah haid atau isteri berumur lebih dari 

50 tahun tetapi masih haid (datang bulan). 
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24. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah alat 

kon trasepsi yang digunakan untuk menunda, 

menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan 
yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi Intra 

Uterin Device(IUD), Implant atau susuk dan Kontrasepsi 
Mantap. 

25. Intra Uterin Device (IUD) adalah alat kontrasepsi non 

hormonal jangka panjang yang disisipkan didalam rahim 

dan terbuat dari bahan semacam plastik/tembaga dan 

bentuknya bermacam-macam. 

26. Implant atau disebut dengan susuk adalah suatu alat 

kontrasepsi bawah kulit yang mengandung levonorgestrel 
yang dibungkus dalam kapsul silastik silicon (polydimetyhl 

siloxane) yang berisi hormone golongan progesterone yang 

dimasukan dibawah kulit lengan kiri atas bagian dalam 

yang berfungsi untuk mencegah kehamilan hingga jangka 
waktu 3 tahun. 

27. Kontrasepsi Mantap (Kontap) adalah suatu tindakan untuk 

membatasi keturunan dalarn jangka waktu yang tidak 

terbatas, yang dilakukan terhadap salah seorang dari 

pasangan suami isteri atas permintaan yang bersangkutan 

secara mantap dan suka rela. 

28. Kelompok Peduli Keluarga Berencana (KB) Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Berbasis Masyarakat 

yang selanjutnya disebut Kelompok Peduli KB MKJP adalah 

kelompok masyarakat peduli KB MKJP di desa yang 

dibentuk atas prakarsa Dinas bersama dengan Pemerintah 

Desa. 

BAB II 

MAKSUD TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Pasa12 

Maksud 

berbasis 

dari pembentukan 

Masyarakat 

Kelompok Peduli 

adalah untuk 

KB MKJP 

membantu 

mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pelayanan 
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Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di 

desa. 

Pasal 3 

Tujuan Pembentukan Kelompok Peduli KB MKJP adalah 

sebagai berikut : 

a. untuk meningkatkan capaian 

kontrasepsi Metode Kontrasepsi 

Berbasis Masyarakat (MKJP); 

b. memotivasi PUS untuk menjadi akseptor KB MKJP; 

c. memenuhi kebutuhan ber-KB bagi PUS. 

Pasal4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 

a. Kriteria dan tata cara pembentukan kelompok; 

b. Togas fungsi dan tata kerja kelompok; 

c. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; dan 

d. Pencatatan dan pelaporan. 

BAB III 

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK 

Pasal 5 

(1) Kelompok Peduli KB MKJP dapat dibentuk di desa yang 

ada di Kabupaten Sekadau. 

(2) Pembentukan Kelompok Peduli KB MKJP sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 

memperhatikan program pembinaan dan peningkatan 

kepesertaan KB yang ditetapkan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintan Daerah. 

(3) Pembentukan Kelompok Peduli KB MKJP sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) juga harus memperhatikan 

perkembangan kepesertaan KB pada PUS dalam suatu 

desa. 
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Pasal 6 

( I) Pembantukan Kelompok Peduli KB MKJP di prakarsai 

Dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan 

pembinaan dan peningkatan kepesertaan KB di daerah 

bersama dengan pemerintah desa sasaran. 

(2) Pembentukan Kelompok Peduli KB MKJP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim dengan 

melibatkan perangkat daerah yang membidangi 

pemberdayaan masyarakat dan desa, camat, kepala 

desa dan dapat melibatkan perangkat daerah yang 

membidangi hukum. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

oleh Bupati. 

(4) Untuk membentuk Kelompok Peduli KB MKJP, Dinas 

mempersiapkan rencana pembentukan bersama dengan 

perangkat daerah terkait dengan didukung oleh data- 

data kepesertaan KB dimasyarakat. 

(5) Dinas dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu 

kepada Desa sasaran pembentukan kelompok peduli KB 
MKJP dengan melibatkan pihak terkait. 

Pasal 7 

( I) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk 

membentuk kelompok KB MKJP berdasarkan sosialisasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). 

(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

melibatkan BPD, perangkat desa, kader kesehatan di 

desa, tim penggerak PKK desa, dan tokoh 

masyarakat/tokoh agama/tokoh pemuda di desa. 

(3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang 

pembentukan kelompok peduli KB MKJP di desa yang 

dituangkan dalam Serita Acara dan/ a tau Notulen 

Rapat. 
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(4) Hasil Kesepakatan pembentukan kelompok KB MKJP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

kepada Kepala Desa. 

Pasal 8 

(!) Susunan kepengurusan kelompok peduli KB MKJP 

terdiri dari: 

a. Ketua; 

b. Wakil Ketua; 

C. Sekretaris; 

d. Bendahara; 

e. Anggota. 

(2) Kelompok Peduli KB MKJP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Perangkat desa; 

b. Kader kesehatan di desa; 

c. Tim penggerak PKK desa; 

d. Kelompok masyarakat dan/atau organ1sas1 

kemasyarakatan lainnya di desa. 

e. Tokoh masyarakat/tokoh agama dan/atau tokoh 

pemuda. 

(3) Kelompok masyarakat dan/atau organsas1 

kemasyarakatan lainnya di desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf d adalah kelompok bina keluarga 

balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia. 

(4) Pembentukan kelompok peduli KB MKJP ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa. 

(5) Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan 

kelompok KB MKJP disampaikan kepada Bupati melalui 
Dinas dan Camat. 
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BAB IV 

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELOMPOK PEDULI KB MKJP 

Pasal 9 

(1) Kelompok Peduli KB MKJP berbasis masyarakat 

mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan 

mensosialisasikan setiap program KB kepada masyarakat 

didesa. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kelompok peduli KB MKJP bekerja sama 

dengan Pemerintah Desa, Petugas Penyuluh Keluarga 

Berencana (PKB), tokoh masyarakat, tokoh adat dan 

tokoh agama setempat di desa. 

(3) Kelompok Peduli KB MKJP berbasis masyarakat dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), menyelenggarakan fungsi: 

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan 

KB ' 
b. menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh 

agama, generasi muda dan lembaga kemasyarakatan 

serta kelompok lainnya yang ada didesa; 

c. membantu melakukan pembinaan, memotivasi dan 

konseling peserta KB 

d. melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan 
program KB 

e. melakukan evaluasi kegiatan program KB didesa dan 

dibawa pada pertemuan rapat koordinasi desa. 

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah menjalankan 

prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik 

secara vertikal maupun horizontal. 
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BAB V 

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 10 

(!) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap 

keiompok peduli KB MKJP. 

(2) Camat melakukan pembinaan terhadap kelompok peduli 

KB MKJP di wilayahnya bersama dengan Puskesmas dan 

jaringannya. 

Pasal 11 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas melalui 

Bidang yang membidangi urusan Keluarga Berencana, 

Puskesmas terkait dan Kepala Desa setempat. 

BAB VI 

PENCATATAN DAN PELAPORAN 

Pasal 12 

(!) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh keiompok peduli KB 

MKJP dicatat dan diadministrasikan oleh kelompok. 

(2) Format pencatatan kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (!) ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas. 

(3) Setiap kegiatan yang yang dilaksanakan oleh kelompok 

peduli KB MKJP dilaporkan setiap akhir kegiatan kepada 

Kepala Desa dengan tembusan Camat dan Bupati melalui 

Kepala Dinas. 

BAB Vll 

PENDANAAN 

Pasal 13 

(!) Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok 

peduli KB MKJP dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau 

dan/atau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

APBDesa. 
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I {2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
daerah/desa. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 

pada tanggal 27 April 2018 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

RUPINUS 

Diundangkan diSekadau 
pada tanggal 27 April 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

ZAKARIA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 24. 

nan Sesuai dengan asliny 
PALA BAG!AN HUKUM 

MADIUS 
• 1810910 20080 T Cf 
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